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Mengapa “Interdisipliner” (tidak hanya disiplin/ 
ilmu hukum)?

Karena hukum dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal kehidupan: 
politik, ekonomi, sosiologi, antropologi.

“Yang punya hukum” harusnya adalah semua orang, terutama orang-
orang yang harus disetarakan oleh hukum. Tetapi “yang punya hukum” 
menjadi “Yang Punya Otoritas Pembuatan dan Penegakan Hukum.”

Wacana (discourse) juga akan sangat didominasi oleh orang-orang yang 
punya hukum, maka yang digaungkan selalu narasi hukum yang 
positivistik karena ini akan menguntungkan “Yang Punya Hukum.”
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Kecenderungan
Pandangan 
Legalistik/ 
Positivistik

Positivisme melihat hukum adalah sesuatu
yang sudah ditetapkan oleh pembuat
hukum sebagai hukum. 

1. Hukum adalah perintah manusia yang 
memisahkan hukum dengan moral. 

2. Studi hukum kerap dipisahkan dari
unsur-unsur di luar hukum seperti 
sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik. 

3. Sistem hukum adalah sistem logis
tertutup di mana keputusan yang benar 
dapat dideduksi dari aturan hukum yang 
telah ditentukan dengan maksud logis
semata. 
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Penghinaan? 
Pencemaran 
Nama Baik? 
Atau Kritik?
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Setiap kata memiliki etimologi dan juga pemaknaan. Makanya ada
hermeunetik, analisis wacana kritis, dan berbagai alat analisis lainnya.

Ada pula politik bahasa. Misalnya “oknum,” “kebijakan” yang sebenarnya 
belum tentu bijak, dll. 

Maka kritik juga dikonstruksikan sebagai sesuatu yang sifatnya memberikan 
solusi kebijakan

Kritik

Penghinaan
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Demokrasi

PenghinaanKritik

Warga biasa Penguasa

Kritik bagi penguasa
adalah elemen
penting demokrasi. 
Karena hanya 
dengan dikritiklah, 
maka akan ada
umpan balik agar 
pemerintahan lebih 
baik.

Apakah jadinya penguasa
boleh dihina? Tentu saja, 

setiap individu boleh
tersinggung (menghina

berurusan dengan rasa). 
Tetapi karena penguasa

mempunyai otoritas, maka
kritik seringkali dianggap 

mencemarkan nama
(=menghina). Karena jabatan

dianggap status tinggi. 
Padahal dalam birokrasi/ 
ketatanegaraan modern. 

Jabatan adalah kerja untuk 
warga.
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Memang tidak mudah 
memahami demokrasi

dan kerja-kerja 
pemerintah yang 

sebenarnya bukan 
status atau jabatan, 

karena cara pandang
feodalisme. 

Ini juga ciri khas negara 
pascakolonialisme, karena 

pemerintahan kolonial di manapun
menggunakan pendekatan represif
untuk ketertiban yang berlebihan
karena tujuan kolonialisme adalah 

eksploitasi sumber daya tanah
jajahan. Di hampir semua negara 
jajahan, dikenal hukum tentang 

melawan penguasa (“sedition law” 
di negara-negara jajahan Inggris, di 
Indonesia dimuat dalam KUHP, dan 
pada masa Orde Baru juga ada UU 

Subversi).

Pendekatan yang seringkali
digunakan juga pendekatan

“budaya.” Padahal budaya juga 
turunan dari institusionalisasi laku

feodalisme dan kolonialisme. 
Misalnya pasal-pasal leste-majeste
di negara-negara monarki seperti 

Thailand. Kesadarn tentang 
perubahan dari “criminal 

defamation” menjadi perkara
perdata juga dobrakan pemikiran

tentang ini. 
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Tapi BUDAYA ASIA kan berbeda?!
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Budaya Indonesia?

Betul, ada “adab”, budaya khas, norma kesopanan yang bersifat partikular 
atau khas, tetapi ada konteks demokrasi dan jabatan publik.

Setiap pejabat publik harus siap dengan kritik, bahkan sampai batas 
tertentu, hinaan. “Apabila ada hinaan yang amat sangat menyinggung, 
apakah tetap tidak boleh marah? Ini tidak adil!” Tentu boleh marah, tetapi 
tidak boleh menggunakan WEWENANG dalam mengekspresikan
kemarahan. Tidak boleh menggunakan hukum pidana, meminta lembaga
negara merepresi/ meretas orang itu, dll. Di situ batasnya. 
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Kekuasaan

Struktur 
lembaga

Kekuasaan 

Wewenang

Lembaga

Beberapa konsep penting:
1. HAM
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Partisipasi
5. Prinsip checks and balances
6. Pembagian kekuasaan
7. Sistem2 pemerintahan
8. Ideologi2

Semesta:
warga negara

Kepentingan 
publik

Kepentingan
kekuatan politik

Penalaran Hukum Tata Negara:
Alat Analisis

Prosedur 
Pelaksanaan
Wewenang

Kekuasaan 

Sumber 
Kekuasaan 

Konsep
Negara Hukum
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Karena itu, 
berpendapat 
dijamin.

DUHAM Pasal 19

• Setiap orang berhak atas 
kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; 
dalam hak ini termasuk 
kebebasan memiliki 
pendapat tanpa gangguan, 
dan untuk mencari, 
menerima dan 
menyampaikan informasi 
dan buah pikiran melalui 
media apa saja dan dengan 
tidak memandang batas-
batas (wilayah). 

Pasal 28E UUD 1945

• (1) Setiap orang bebas memeluk 
agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya serta berhak 
kembali. **

• (2) Setiap orang berhak atas 
kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai 
dengan hati nuraninya. **

• (3) Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat. **
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